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Abstract
This study intended to describe the proportion of education budget on Surabaya local budget revenue and expenditure structure 2012-
2014. authors use this period as analysis reference because, within three years pubic see that Surabaya government committed to the 
education sector, evidenced by awards that they achieved. In this study, author examine the other side of the public view toward  
commitment  of  Surabaya  govement,  by  analyzing  to  what  extent  the  education  budget  proportionally  allocated  to  providing 
education. Author conduct and compile this qualitative research with descriptive approach. As a reference, the primary data that 
author use is the document of local budget revenue and expenditure realization Surabaya on 2012-2014. On analyzing data, authors 
reduce datas to obtain the data needed to measure the proportionality of budget. Author present the exposure data analysis by using 
theory of the welfare state and endogenous growth theory to explain the priority of education budget use on public services, in this 
case education sector.
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Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  kebutuhan 

dasar manusia, oleh sebab itu urusan penyelenggaraan 
pendidikan diatur  oleh negara,  termasuk di  Indonesia. 
Pada  pasal  31  Undang-undang  Dasar  1945  Republik 
Indonesia,  menyatakan  bahwa  seluruh  warga  negara 
Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.  Poin empat 
dalam  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  pemerintah 
wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 
belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Komitmen  secara  politis  yang  sama 
ditunjukkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 
2011 Kota Surabaya telah mengalokasikan dana sebesar 
1.198.176.131,8  rupiah  untuk  urusan  pendidikan  di 
dalam  Realisasi  APBDnya,  atau  jika  dihitung 
proporsinya  sekitar  31,78%  terhadap  seluruh  total 
belanja daerah di tahun anggaran yang sama. Jumlah ini 
termasuk  besar  mengingat   ada  27  urusan  yang 
diselenggarakan oleh pemerinta Kota Surabaya.

Kota  Surabaya  dinilai  oleh  publik  memiliki 
komitmen  yang  kuat  untuk  membangun  dan 
meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan 
publik  di  sektor  pendidikan.  Pada  tahun  2012  Kota 
Surabaya meraih penghargaan berupa Anugerah Kota 
Peduli  Pendidikan  yang  diberikan  oleh  Kemeterian 
Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  tanggal  22 
november 2012.1 Anugerah ini diberikan karena Kota 
Surabaya  sudah  menerapkan  Bantuan  Operasional 
Pendidikan Daerah (Bopda) dalam model anggarannya. 

11 Surabaya  Dapat  Anugerah  Peduli  Pendidikan,  diakses  dari 08.00 
WIB http://Surabaya.tribunnews.com /2012/11/22/Surabaya-dapat-
anugerah-peduli-Pendidikan,  pada  tanggal  16  februari  2016,  pukul 
08.00 WIB.

Melalui model ini, pendidikan dari tingkat sekolah dasar 
hinga  sekolah  menengah  atas  dan  sekolah  menengah 
kejuruan  dapat  diakses  secara  gratis  baik  di  sekolah 
negeri,  swasta,  sekolah  regular,  hingga  rancangan 
Sekolah Berbasis Internasional.

Pada  tahun  2013  pemerintah  Kota  Surabaya 
meraih  penghargaan  perpustakaan  terbaik  nasional.2 
Perpustakaan  Kota  Surabaya  meraih  juara  satu  untuk 
kluster  A lomba  perpustakaan  umum kabupaten/  kota 
tingkat  nasional,  yang  diikuti  oleh  33  perpustakaan 
kabupaten/  kota.  Penilaian  lomba  berdasarkan 
kelengkapan  sarana  dan  prasana  perpustakaan  serta 
upaya  promosi  dan  edukasi  yang  dilakukan  pihak 
perpustakaan. 

Pada tahun 2014 Kota Surabaya masuk dalam 
Top 33 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 
untuk  inovasi  media  center,  rapor  online,  dan  e-
musrenbang.  Inovasi  rapor  online yang  diterapkan  di 
jenjang  SD  hingga  SMA/SMK  tersebut  mendapat 
apresiasi  dari  publik  karena  merupakan yang pertama 
kalinya  diterapkan  di  Indonesia.  Inisiasi  ini  diawali 
dengan memetakan persoalan terkait sistem Pendidikan 
yang ditemui di lapangan. Secara garis besar, program 
ini  fokus  pada  konten  pelaporan  pada  proses 
pembelajaran,  cara  memberikan  penilaian,  dan  cara 
melaporkan penilaian tersebut. 3

Prestasi dan inovasi Kota Surabaya di bidang 
pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  program  dan 

22   Perpustakaan  Surabaya  Terbaik  Nasional,  diakses  dari 
http://www.antaranews.com/     berita/402676/ perpustakaan-surabaya-
terbaik-nasional. pada tanggal 16 februari 2016, pukul 11.00 WIB

33  Penghargaan  Kota  Surabaya,  diakses  dari 
http://www.Surabaya.go.id/berita/8230-penghargaan, pada tanggal 16 
Februari 2016, pukul 09.00 WIB

http://www.antaranews.com/
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kegiatan yang disusun oleh pemerintah Kota Surabaya 
untuk merealisasikan komitmen politisnya pada bidang 
pendidikan  sesuai  dengan  yang  dituangkan  dalam 
RPJMD dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai  pedoman pelaksanaan program 
dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah adalah keseluruhan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan 
ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  setiap  tahunnya. 
Dalam pasal 79 disebutkan bahwa seluruh penerimaan 
dan  pengeluaran  pemerintahan  daerah  baik  dalam 
bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran 
yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Pedoman  penyusunan  APBD  juga  dijelaskan 
dalam  peraturan  menteri  di  atas.  Proses  penyusunan 
APBD  dimulai  dengan  penyusunan  Rencana  Kerja 
Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang  memuat  rancangan 
kerangka ekonomi daerah,  prioritas pembangunan dan 
kewajiban  daerah,  rencana  kerja  yang  terukur  dan 
pendanaannya.  RKPD  disusun  untuk  menjamin 
keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

RKPD  tersebut  yang  menjadi  dasar 
penyusunan  rancangan  KUA  (Kebijakan  Umum 
Anggaran). Penyusunan rancangan KUA dilakukan oleh 
kepala pemerintah daerah dibantu oleh Tim Anggaran 
Pemerintah  Daerah  (TAPD)  yang  dikoordinir  oleh 
sekretaris  daerah.  Rancangan  KUA  memuat  target 
pencapaian kinerja yang terukur dari program-program 
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk 
setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan 
proyeksi  pendapatan  daerah,  alokasi  belanja  daerah, 
sumber  dan  penggunaan  pembiayaan  yang  disertai 
dengan  asumsi  yang  mendasarinya.  Rancangan  KUA 
disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas 
dalam  pembicaraan  pendahuluan  RAPBD  tahun 
anggaran  berikutnya.  Rancangan  KUA akan  dibahas 
oleh  TAPD bersama panitia  anggaran DPRD.  Setelah 
dibahas  dan  disepakati,  rancangan  KUA  disahkan 
menjadi KUA.

Berdasarkan  KUA  yang  telah  disahkan, 
pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS (Prioritas 
dan  Plafon  Anggaran  Sementara)  untuk  menentukan 
skala  prioritas,  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan; 
menentukan  urutan  program  untuk  masing-masing 
urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk 
masing-masing program. PPAS kemudian disampaikan 
kepala  daerah  kepada  DPRD  untuk  dibahas  dan 
disepakati bersama TAPD dan panitia anggaran DPRD. 
PPAS yang telah disepakati disahkan menjadi PPA.

KUA dan PPA yang telah disahkan dituangkan 
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala 
daerah dan pimpinan DPRD.  Nota kesepakatan itulah 
yang  menjadi  surat  edaran  kepala  daerah,  yang 
digunakan  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  SKPD 
sebagai  pedoman  penyusunan  RKA-SKPD  (Rencana 
Kerja dan Anggaran-SKPD). SKPD menyerahkan RKA-

SKPD  kepada  PPKD  (Pejabat  Pengelola  Keuangan 
Daerah) untuk dibahas bersama TAPD. Hal ini ilakukan 
untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan 
KUA,  PPA  yang  telah  disetujui  tahun  anggaran 
sebelumnya,  dan  dokumen perencanaan  lainnya,  serta 
capaian  kinerja,  indikator  kinerja,  kelompok  sasaran 
kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, 
standar pelayanan minimal,  serta sinkronisasi  program 
dan  kegiatan  antar  SKPD.  Jika  ditemukan  ketidak 
sesuaian, maka RKA-SKPD harus disempurnakan oleh 
kepala SKPD hingga sesuai dengan KUA dan PPA yang 
telah disepakati.

RKA-SKPD inilah yang digunakan oleh PPKD 
sebagai  dasar  penyusunan rancangan peraturan daerah 
tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah 
tentang  APBD  yang  telah  disusun  oleh  PPKD 
disampaikan  kepada  kepala  daerah,  yang  kemudian 
disampaikan  kepada  DPRD.  Namun  sebelum 
disampaikan  kepada  DPRD  rancangan  perda  tersebut 
disosialisasikan  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  ini 
bersifat  memberikan  informasi  mengenai  hak  dan 
kewajiban  pemerintah  daerah  serta  masyarakat  dalam 
pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Rancangan perda  tentang APBD dibahas  dan 
disepakati bersama DPRD berpedoman pada KUA, serta 
PPA yang telah disepakati  bersama antara  pemerintah 
daerah  dan  DPRD.  Apabila  DPRD tidak  menetapkan 
persetujuan  lebih  dari  satu  bulan  sebelum  tahun 
anggaran  yang  bersangkutan  dilaksanakan.  kepala 
daerah  melaksanakan  pengeluaran  setinggi-tingginya 
sebesar angka APBD untuk Belanja yang bersifat wajib. 
Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin  kelangsungan 
pemenuhan  pendanaan  pelayanan  dasar  masyarakat 
antara  lain  pendidikan  dan  kesehatan  dan/atau 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pelaksanaan  Rancangan  peraturan  kepala 
daerah tentang APBD dilaksanakan setelah memperoleh 
pengesahan,  yaitu  berupa  keputusan  Menteri  Dalam 
Negeri  bagi  provinsi  dan  keputusan  gubernur  bagi 
kabupaten/kota. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja 
Menteri  Dalam  Negeri  atau  gubernur  tidak 
mengesahkan  rancangan  peraturan  kepala  daerah 
tentang  APBD,  maka  kepala  daerah  menetapkan 
rancangan  peraturan  kepala  daerah  dimaksud  menjadi 
peraturan kepala daerah.

Dari  pemaparan  di  atas  tentang  proses 
penyususunan dan pengesahan APBD, dapat  diketahui 
bahwa pihak yang terlibat banyak dalam proses tersebut 
adalah  pemerintah  daerah  dan  DPRD.  Kegiatan 
sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  kepada 
masyarakat hanya bersifat informasi mengenai hak dan 
kewajiban  pemerintah  daerah  serta  masyarakat  dalam 
pelaksanaan APBD. Proses penyusunan dan pengesahan 
APBD  sepenuhnya  berada  dalam  kewenangan 
pemerintah daerah dan  DPRD,  walaupun pelaksanaan 
APBD harus menunggu keputusan dari gubernur, namun 
jika gubernur tidak mengeluarkan keputusan dalam 30 
hari  kerja,  pemerintah daerah tetap bisa mengesahkan 
raperda tersebut menjadi perda.
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Proses penganggaran seperti  yang dipaparkan 

di atas merupakan tahap yang harus dilalui dalam proses 
perencanaan.  Hasil  dari  proses  ini  akan  menjadi 
pedoman  dan  alat  pengawasan  pengelolaan  keuangan 
publik.  Dinamika  proses  penganggaran  lebih  dikenal 
sebagai  politik  anggaran,  dimana  dalam  proses  ini 
terjadi fenomena tarik ulur kepentingan antar pihak yang 
terlibat  dalam  penyusunan  dan  pengesahannya.  Di 
sinilah  keberpihakan  elit  yang  terlibat  dalam 
penyusunan dan pengesahan APBD kepada masyarakat 
dapat dinilai. APBD dapat dikatakan sebagai pernyataan 
pemerintah  daerah  tentang  urusan  yang diprioritaskan 
dalam periode satu tahun.
Jumlah Sekolah Menengah Negeri di Kota Surabaya dan Akreditasinya 2012-2014

Jenjan
g

Tahun Ajaran

2012/2013 2013/2014

A B C
Be
lu
m

Jum
lah

A B C
Belu
m

Jum
lah

SMP 113 82 13 39 247 176 102 14 36 328

SMA 57 32 9 5 103 87 32 7 19 145

SMK 31 15 6 17 69 43 39 2 19 103

Jumla
h

201 129 28 61 419 306 173 23 74 576

Sumber : BPS Kota Surabaya (diolah)

Tabel 2

Penulis  merasa  perlu  mengkaji  komitmen 
pemerintah Kota Surabaya terhadap sektor pendidikan, 
yang  dinilai  publik  sudah  sangat  baik  dengan 
penghargaan dan inovasi yang dipaparkan sebelumnya, 
khususnya  dalam  kurun  waktu  2012  hingga  2014. 
Mengingat  proses  penyusunan  dan  APBD  yang 
dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006, lebih banyak melibatkan pihak 
elit  dan  banyak  proses  pembahasan  dan  pengesahan 
memerlukan  persetujuan  bersama  antara  pemerintah 
daerah  dan  DPRD.  Naskah  Realisasi  APBD  Kota 
Surabaya  tahun  2012-2014  dipilih  penulis  sebagai 
sumber data utama, dengan pertimbangan segala bentuk 
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah tertuang 
di  dalamnya,  termasuk  bidang  pendidikan.  Dalam 
penelitian  ini  penulis  akan  mengkaji  sejauh  mana 
keberpihakan  pemerintah  Kota  Surabaya  pada  sektor 
pendidikan, seperti yang selama tahun 2012-2014 dinilai 
baik  oleh  publik,  dengan  menggambarkan  proporsi 
anggaran  pendidikan  dalam  struktur  APBD  tahun 
anggaran berkenaan.
Jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya dan 
Akreditasinya 2012-2014

Tahun 
Ajaran

Akreditasi 2012 -2014
Jumlah

A B C Belum

2012-2013 323 455 74 0 852

2013-2014 444 303 38 0 785
Sumber : BPS Kota Surabaya (diolah)

Tabel 1

Pada  kurun  waktu  2012  hingga  2014, 
pemerintah  Kota  Surabaya  membuat  beberapa 
perubahan  di  bidang  pendidikan,  selain  inovasi  yang 
telah  dipaparkan  dalam  latar  belakang  masalah 
penelitian ini, yaitu pengurangan jumlah sekolah dasar 
negeri.  Pada  tahun  2012/2013-2013/2014  terjadi 
penggabungan beberapa  sekolah dasar  negeri.  Hal  ini 
berpengaruh  kepada  jumlah  sekolah  dan  kualitas 
pendidikan di Kota Surabaya, khususnya pada jenjang 
sekolah dasar.   Pada tahun 2012/2013 jumlah sekolah 
dasar  di  Kota  Surabaya  sebanyak  852  sekolah 
sedangkan pada tahun 2013/2014 jumlahnya berkurang 
sebanyak  67  sekolah,  menjadi  785  sekolah.  Namun 
kualitas sekolah dasar meningkat,  hal ini dapat dilihat 
dari meningkatnya sekolah dasar negeri yang memiliki 
akreditasi  A sebanyak  323  sekolah,  sedangkan  pada 
tahun  2013/2014  jumlahnya  meningkat  sebanyak  121 
sekolah, naik menjadi 444 sekolah. Sekolah dasar negeri 
dengan  akreditasi  C  berkurang  dari  tahun  2012-2013 
sebanyak 74, berkurang menjadi 38 sekolah pada tahun 
2013-2014. (tabel 1)

Kondisi di atas berbeda dengan kondisi sekolah 
menengah negeri, baik pada jenjang sekolah menengah 
pertama  (SMP),  sekolah  menengah  atas  (SMA),  dan 
sekolah  menengah  kejuruan  (SMK)  yang  mengalami 
peningkatan jumlah. Pada Sekolah Menengah Pertama 
mengalami kenaikan jumlah sebanyak 81 sekolah, dari 
247 menjadi 328 sekolah. Pada sekolah Menengah Atas 
mengalami kenaikan jumlah sebanyak 42 sekolah, dari 
103  menjadi  145  sekolah.  Pada  Sekolah  Menengah 
Kejuruan juga mengalami kenaikan jumlah sebanyak 34 
sekolah, dari 69 menjadi 103 sekolah. (lihat tabel 2).

Pada  setiap  jenjang  Pendidikan  menengah 
mengalami kenaikan jumlah sekolah yang berakreditasi 
A yaitu pada jenjang SMP naik dari 113 menjadi 176 
sekolah.  Pada  jenjang  SMA  naik  dari  57  sekolah 
menjadi  87  sekolah.  Pada  jenjang  SMK naik  dari  31 
menjadi  43  sekolah.  Dampak  lain  dari  penambahan 
jumlah sekolah pada jenjang Pendidikan menengah juga 
terjadi  pada  jumlah  sekolah  yang  belum  memiliki 
akreditasi.  Pada  jenjang  SMP  jumlah  sekolah  yang 
belum memiliki  akreditasi  turun  sebanyak  3  sekolah. 
Sedangkan pada jenjang SMA meningkat dari jumlah 5 
sekolah  menjadi  19  sekolah.  Pada  jenjang  SMK 
jumlahnyanaik  dari  17  sekolah  menjadi  19  sekolah. 
(tabel 2)

Pemaparan di atas dapat dilihat bahwa dalam 
kurun  waktu  tahun  2012-2014  pemerintah  Kota 
Surabaya  lebih  memprioritaskan  peningkatan  kualitas 
pendidikan pada jenjang sekolah dasar, dan peningkatan 
kuantitas pada jenjang sekolah menengah, mulai sekolah 
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menengah  pertama,  sekolah  menengah  akhir,  hingga 
sekolah  menengah  kejuruan.  Fenomena  ini 
mempengaruhi akses terhadap layanan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Hal ini 
dapat dilihat dalam Angka Partisipasi Murni Pendidikan.
Angka  Partisipasi  Murni  Pendidikan  adalah  proporsi 
penduduk pada  usia  jenjang pendidikan tertentu  yang 
masih  bersekolah  terhadap  jumlah  penduduk  pada 
kelompok umur tersebut. Mulai tahun 2007 pendidikan 
non formal turut diperhitungkan. Kegunaan dari angka 
partisipasi murni pendidikan ini adalah untuk mengukur 
daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia 
sekolah.  Kondisi  ideal  dari  angka  partisipasi  murni 
adalah  100%,  yang  artinya  seluruh  penduduk  usia 
sekolah dapat mengakses layanan pendidikan. (tabel 3)

Angka  partisipasi  murni  pendidikan  di  kota 
Surabaya mengalami kenaikan yang besar pada kurun 
waktu  2012  menuju  2013.  Angka  partisipasi  murni 
pendidikan untuk usia 7-12 tahun naik sebanyak 2.7% 
untuk laki-laki yaitu dari 95.78% menjadi 98.5%. Dan 
pada  perempuan  kenaikan  angka  partisipasi  sebesar 
7.88%,  yaitu  dari  88.94%  di  tahun  2012  menjadi 
96.82% di tahun 2013. Namun pada tahun 2014 angka 
partisipasi untuk perempuan mengalami penurun 0.01%, 
sedangkan untuk laki-laki naik sebanyak 0.44%. (tabel 
3)

Kondisi  ini  berbeda dengan angka partisipasi 
untuk usia 13-15 tahun yang terus mengalami kenaikan 
dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012 hingga 
2013  angka  partisipasi  murni  naik  sebanyak  8.58  % 
untuk laki-laki yaitu dari 79.57% menjadi 88.15%. Dan 
pada  perempuan  kenaikan  angka  partisipasi  sebesar 
22.54%,  yaitu  dari  71.3%  di  tahun  2012  menjadi 
93.84%  di  tahun  2013.  Pada  tahun  2014  angka 
partisipasi  untuk  perempuan  mengalami  kenaikan 
sebanyak  0.39%,  dan  untuk  laki-laki  naik  sebanyak 
0.36%. ( tabel 3)

Kondisi  yang  terjadi  pada  angka  partisipasi 
murni usia 16-18 tahun berbeda kondisi dua kelompok 
usia  sebelumnya.  Pada  tahun  2013  angka  partisipasi 
murni untuk peserta didik laki-laki mengalami kenaikan 
sebanyak  2.63%  dari  tahun  sebelumnya.  Sedangkan 
untuk peserta didik perempuan turun sebanyak 12.43%. 
Pada  tahun  2014  kondisi  ini  terbalik  karena  angka 
partisipasi murni untuk laki-laki mengalami penurunan 
sebanyak  0.19%,  sedangkan  untuk  perempuan  naik 
sebanyak 11.44%. ( tabel 3)

Tabel  Angka Partisipasi  Murni  Pendidikan di 
atas memperlihatkan bahwa tidak semua penduduk usia 
belajar  di  Kota Surabaya,  yaiu usia  7-18 tahun dapat 
mengakses  layanan  Pendidikan  yang  diberikan 
pemerintah  kota  Surabaya.  Bahkan  pada  2013  di 
kelompok  usia  15-16  tahun  angka  partisipasi  murni 
hanya sebesar 47.62% untuk perempuan, yang artinya 
ada  sebanyak  52.38%  atau  separuh  lebih  anak  yang 
perempuan  berusia  15-18  tahun  yang  tidak  dapat 
mengakses Pendidikan. (tabel 3)

Fenomena  kesenjangan  kualitas  pendidikan 
warga  Kota  Surabaya  dapat  dilihat  dari  Angka  Buta 
Huruf pada penduduk usia  10 hingga  44 tahun.  Pada 
kategori usia 10-14 tahun angka buta huruf pada laki-
laki  sebanyak  0.14%.  Angka  ini  lebih  tinggi  pada 
perempuan yaitu 0.5%. Pada kategori usia 15-44 tahun 
angka buta huruf juga lebih tinggi pada perempuan yaitu 
0.57%, dibandingkan pada laki-laki  yaitu 0.16%. Dari 
tabel angka buta huruf di bawah ini dapat dilihat, bahwa 
tidak semua warga Kota Surabaya dari kategori usia 10-
44  tahun  bisa  membaca.  Artinya  kualitas  Pendidikan 
warga Surabaya belum merata, karena masih ada warga 
yang buta huruf. (tabel 4)

Angka Buta Huruf Warga Kota Surabaya tahun 2014

Jenis Kelamin
Usia

10-14 
tahun

15-44 tahun
45  tahun 
ke atas

Laki-laki 0.14 0.16 8.97

Perempuan 0.5 0.57 10.38

Sumber : Laporan : Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014

Tabel 4

Penghargaan  yang  telah  diraih  dan  inovasi 
yang telah di buat pemerintah Kota Surabaya di bidang 
pendidikan,  seperti  yang telah dipaparkan dalam latar 
belakang masalah,  tidak menjamin akses  dan kualitas 
pada layanan pendidikan di Kota Surabaya telah baik. 
Dimana seluruh penduduk usia sekolah bisa mengakses 
pendidikan,  dan  seluruh  penduduk  memiliki 
kemampuan membaca. Hal ini membuat penulis ingin 
mengkaji komitmen pemerintah Kota Surabaya terhadap 
pendidikan, dengan menggambarkan proporsi anggaran 
pendidikan.

Menurut  Undang-undang  Nomor  17  tahun 
2003 tentang keuangan negara APBD adalah  rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui 
oleh  DPRD yang pelaksanaan pelaporannya dilakukan 
setiap  tahun.  Dalam  pasal  16  sampai  20  dijelaskan 
mengenai  penyusunan  dan  penetapan  APBD.  APBD 
disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan 
pemerintahan  dan  kemampuan  pendapatan  daerah, 
dengan  berpedoman  kepada  RKPD  dalam  rangka 
mewujudkan  tercapainya  tujuan  bernegara.  Struktur 
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APBD  terdiri  atas  Anggaran  pendapatan  adalah  hak 
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan  bersih  yang  berasal  dari  pendapatan  asli 
daerah,  dana  perimbangan,  dan  lain-lain  pendapatan 
yang sah; Belanja  adalah  kewajiban pemerintah daerah 
yang diakui sebagai  pengurang nilai  kekayaan bersih. 
Belanja daerah dirinci  menurut organisasi,  fungsi,  dan 

jenis  Belanja;  Pembiayaan  daerah  adalah  setiap 
penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau 
pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada 
tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 
Anggaran berikutnya. Berikut ini adalah struktur APBD 
Kota Surabaya pada tahun 2012 hingga 2014. (table 5)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota 
Surabaya tahun 2012 - 2014

Anggaran
 TA 2012  TA 2013  TA 2014 

 Nominal  Nominal  Nominal 

Pendapad
an Daerah

   4,634,301,638
,654 

   5,235,293,716
,914 

   6,052,441,118
,039 

Pendapatan 
Asli 
Daerah

   2,279,613,848
,833 

   2,791,580,050
,710 

   3,307,323,863
,978 

Transfer 
Pusat ke 
Daerah

   2,354,670,321
,821 

   2,443,713,666
,205 

   2,721,487,993
,061 

Lain-lain 
yang Sah

               17,468
,000 

  
-   

        23,629,261
,000 

Belanja 
Daerah

   4,299,150,223
,081 

   5,057,279,664
,345 

   5,707,378,466
,054 

Belanja 
Operasi

   3,382,179,570
,372 

   3,770,796,965
,237 

   4,303,012,040
,633 

Belanja 
Modal

      912,716,142
,120 

   1,281,394,616
,149 

   1,404,366,425
,421 

Belanja 
Tidak 
Terduga

          3,054,510
,589 

  
-   

  
-   

Belanja 
Transfer

          1,200,000
,000 

          5,088,082
,959 

  
-   

Pembiaya
an Daerah

      470,267,677
,365 

      799,075,102
,176 

      966,481,888
,081 

Penerimaa
n Daerah

      503,149,922
,343 

      805,523,587
,176 

      977,118,888
,081 

Pengeluara
n Daerah

        32,882,244
,978 

          6,448,485
,000 

        10,637,000
,000 

Sisa Lebih 
Pembiaya
an 
Anggaran

      805,419,092
,938 

      977,089,154
,745 

   1,311,544,540
,067 

Sumber : Naskah Realisasi APBD kota Surabaya tahun 
2012, 2013, 2014 (Diolah)

Tabel 5

Paparan dan tabel di atas menjelaskan tentang gambaran struktur ABBD Kota Surabaya tahun 2012-2014. Pada 
tabel  dapat  dilihat bahwa  anggaran  Kota  Surabaya  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2012  hingga  2014  dalam 
pendapatan, Belanja, maupun pembiayaan daerah. Kenaikan dari tahun 2012 hingga 2014 prosentasenya lebih dari 150%, 
yang artinya kenaikan tersebut lebih dari separuh anggaran di tahun sebelumnya. Bahkan kenaikan tersebut hampir dua 
kali lipatnya, yaitu rata-rata sekitar 180%.  Dalam hal pendapatan pada tahun 2012 pendapatan Kota Surabaya sebesar 
4.634.301.638.653,61. Jumlah tersebut naik di tahun 2013 menjadi 5.235.293.716.914,17. Atau naik sebanyak 185%. Pada 
tahun 2014 jumlah pendapatan kota Suabaya naik menjadi 6.052.441.118.039,47 atau sebesar 186% dari tahun 2013. Pada 
Belanja daerah tahun 2012 Belanja Kota Surabaya sejumlah 4.299.150.223.080,63. Dan pada tahun 2013 mengalami 
peningkatan sebesar 5.057.279.664.344,95 atau 185% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah Belanja daerah 
naik sebesar 5.707.378.466.054,09 atau sebanyak 188% dari angaran sebelumnya. Dalam hal pembiayaan pada tahun 
2012 sebesar 470.267.677.365,27 naik sebanyak 158% menjadi  799.075.102.176,25 pada tahun 2013. Sedangkan pada 
tahun 2014 mengalami kenaikan 182% menjadi 966.481.888.081,47 dari tahun sebelumnya. (table 5)

Selain mengalami peningkatan jumlah pada pendapatan, Belanja, dan pembiayaan daerah Kota Surabaya masih 
menghasilkan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  dari  tahun  2012  hingga  2014.  SILPA merupakan  hasil 
perhitungan dari pendapatan daerah dikurangi Belanja daerah dan ditambah pembiayaan Netto daerah. Adanya SILPA 
menandakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya mengalami surplus setiap tahunnya, dari tahun 
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2012 hingga 2014. Artinya  anggaran yang diterima oleh pemerintah Kota Surabaya lebih besar daripada angaran yang 
dikeluarkan. (tabel 5)

Fenomena adanya SILPA ada dua, yaitu surplus dan defisit. Dikatakan defisit jika anggaran yang dikeluarkan 
lebih  besar  daripada  penerimaan,  sedangkan  dikatakan  surplus  jika  anggaran  penerimaan  lebih  besar  daripada 
pengeluaran. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan, atau RKA-SKPD yang dikompilasi oleh TAPD pada tahap realisasi 
anggaran berbeda dari yang dianggarkan. atau bisa keduanya.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas 
urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; urusan 
pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota; dan urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai 
kepala pemerintahan, yang dijalankan sampai ke daerah. Urusan pemerintahan konkuren dalam pelaksanaannya di daerah 
berdasarkan  pasal  11  dan  12  dibagi  menjadi  urusan  pemerintahan  wajib  daerah  dan  urusan  pilihan  daerah.  Urusan 
pemerintah wajib sendiri dibagi menjadi dua yaitu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib  yang berkaitan dengan layanan dasar  harus 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, urusan wajib non layanan dasar berbeda pada masing-masing daerah, penentuannya 
membutuhkan rekomendasi dan pengesahan dari menteri, dengan memperhatikan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan 
luas wilayah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan wajib berbeda pada tiap 
daerah,  disesuaikan  dengan  prioritas  yang  dirumuskan  dalam RKPD tiap  daerah.  Urusan  pemerintahan  wajib  yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar harus diprioritaskan daripada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Berikut ini adalah jenis urusan pemerintahan daerah yang tertuang 
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Jenis Urusan Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang 
nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Urusan 
pemerintahan 

daerah
Jenis Urusan

Urusan wajib yang 
berkaitan dengan 
pelayanan dasar

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaaan umum dan penataan ruang

Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

Ketenteraman, ketertiban umum, dan 
pelindungan masyarakat
Sosial

Urusan wajib yang 
tidak berkaitan 
dengan pelayanan 
dasar

Tenaga kerja

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak
Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil
Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana
perhubungan

komunikasi dan informatika

Koperasi, usaha kecil dan menengah

Penanaman modal

Kepemudaan dan olahraga

Statistik

Persandian

Kebudayaan

Perpustakaan

Kearsipan

Urusan pilihan Kelautan dan perikanan

Pariwisata

Pertanian
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Kehutanan

Energi dan sumber daya mineral

perdangangan

Perindustrian

Transmigrasi

Sumber : Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah (diolah)

Tabel 6

Pada tabel di atas setidaknya ada 6 jenis urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 18 jenis 
urusan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,  serta  8  urusan  pilihan.  Pendidikan  merupakan  urusan 
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Menurut Undang-undang harus diprioritaskan daripada urusan 
wajib  yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,  bahkan urusan pemerintahan pilihan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 
anggaran yang dialokasi dalam struktur APBD.

Gambaran mengenai proporsi belanja daerah menurut urusan dalam struktur APBD Kota Surabaya tahun 2012-
2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat perbedaan pelaporan realisasi APBD pada tahun 2014 dibandingkan 
dengan tahun 2012 dan 2013, yaitu anggaran yang dirinci per urusan adalah anggaran belanja langsung saja. (tabel 7).

Proporsi Anggaran Pendidikan terhadap total belanja daerah APBD Kota Surabaya 
tahun 2012-2014

Belanj
a

 TA 2012 TA 2013  TA 2014 

 Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  % 

Belanja 
Tidak 
Langsu
ng

         937,334,7
60,930.00 

  
21.
80 

         984,338,5
80,001.00 

  
19.
40 

   778,440,225,
245.00 

  
13.
64 

Belanja 
Langsu
ng

         455,798,6
23,030.44 

  
10.
60 

         560,098,5
78,522.53 

  
11.
04 

   690,719,635,
081.00 

  
12.
10 

Jumlah 
Urusan 
Pendidi
kan

      1,393,133,3
83,960.44 

  
32.
40 

      1,544,437,1
58,523.53 

  
30.
44 

      1,469,159,8
60,326.00 

  
25.
74 

Total 
Belanja 
Daerah

                           4,299,
150,223,080.63 

                           5,073,
568,254,734.95 

                           5,707,
567,436,693.09 

Sumber : Naskah Realisasi APBD kota Surabaya tahun 2012, 2013, 2014 (Diolah)

Tabel 7

Pada pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2013 terjadi kenaikan jumlah anggaran belanja 
daerah, menjadi  5,073,568,254,734.95    dari tahun sebelumnya sebesar  4,299,150,223,080.63. Pada tahun 2014 jumlah 
tersebut terlihat menurun menjadi 5,707,567,436,693.00. Pada tahun 2013 anggaran urusan wajib mengalami peningkatan 
jumlah daripada tahun 2012, sedangkan jumlah untuk urusan pilihan menurun. Peningkatan jumlah anggaran pada urusan 
wajib berbeda dengan perubahan proporsinya. Pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar proporsinya 
meningkat dari 64.49 % pada tahun 2012 menjadi 65.93 % pada tahun 2013, sedangkan pada urusan wajib non pelayanan 
dasar  turun dari  34.16 % dari  tahun 2012 menjadi  33.12 % pada  tahun 2013.  Pada  proporsi  urusan pilihan terjadi 
penurunan dari 1.35 % di tahun 2012 menjadi 0.95 % pada tahun 2013. Pada tahun 2014 proporsi anggaran untuk urusan 
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap total anggaran belanja menurut urusan turun menjadi 64.93 %, 
untuk urusan wajib non pelayanan dasar naik menjadi 33.84 %, sedangkan anggaran urusan pilihan proporsinya naik 
menjadi 1.23 %. dibandingkan dengan proporsi yang terdapat pada tahun 2013. (tabel 7).

Dari gambaran umum tentang kondisi pendidikan dan struktur APBD Kota Surabaya tahun 2012-2014 yang 
dipaparkan dalam bab ini penulis bermaksud membuat ringkasan tentang gambaran umum lokasi dalam penelitian ini. 
Pertama terdapat kesenjangan kondisi pendidikan di Kota Surabaya, hal ini dapat dilihat dari belum seluruh penduduk usia 
sekolah di Kota Surabaya dapat mengakses layanan pendidikan yang disediakan, fenomena ini berdampak pula pada 
kesenjangan kualitas pendidikan penduduk di Surabaya, yang dapat diketahui dari masih ada penduduk di usia 10-44 
tahun yang tidak dapat membaca, atau buta huruf. Kedua jumlah penerimaan, belanja, dan pembiayaan daerah mengalami 
peningkatan dari tahun 2012-2014. Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah SILPA. Ketiga jumlah anggaran belanja 
menurut urusan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dari tahun 2012. Pada tahun 2014 jumlahnya terlihat turun, 
karena pada tabel 7 hanya mencantumkan jumlah belanja langsung.

Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung dalam Anggaran Pendidikan Kota Surabaya 2012-2014
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Sebagaimana yang telah disampaikan dalam paparan sebelumnya bahwa belanja dibagi menjadi beberapa jenis. 

Dalam Anggaran Pendidikan Belanja dibagi menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berikut 
ini adalah Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung dalam Anggaran Pendidikan Kota Surabaya 2012-2014.

Proporsi Anggaran Pendidikan terhadap total belanja daerah APBD Kota Surabaya 
tahun 2012-2014

Belanj
a

 TA 2012 TA 2013  TA 2014 

 Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  % 

Belanja 
Tidak 
Langsu
ng

         937,334,7
60,930.00 

  
21.
80 

         984,338,5
80,001.00 

  
19.
40 

   778,440,225,
245.00 

  
13.
64 

Belanja 
Langsu
ng

         455,798,6
23,030.44 

  
10.
60 

         560,098,5
78,522.53 

  
11.
04 

   690,719,635,
081.00 

  
12.
10 

Jumlah 
Urusan 
Pendidi
kan

      1,393,133,3
83,960.44 

  
32.
40 

      1,544,437,1
58,523.53 

  
30.
44 

      1,469,159,8
60,326.00 

  
25.
74 

Total 
Belanja 
Daerah

                           4,299,
150,223,080.63 

                           5,073,
568,254,734.95 

                           5,707,
567,436,693.09 

Sumber : Naskah Realisasi APBD kota Surabaya tahun 2012, 2013, 2014 (Diolah)

Tabel 8

Proporsi Anggaran  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
terhadap total belanja daerah APBD Kota Surabaya tahun 2012-2014

Belanja

 TA 2012 TA 2013  TA 2014 

 Jumla
h 

 %  Jumla
h 

 %  Jumla
h 

 % 

Belanj
a 
Tidak 
Langsu
ng

  
561,75
1,418,
988.19          1

3.07 

         5
85,361
,583,5
67.63 

         1
1.54 

         6
89,511,
423,66
8.09 

         1
2.08 

Belanj
a 
Langsu
ng

  
312,93
3,862,
467.00 

           
7.28 

         3
13,685
,685,2
32.00 

           
6.18 

         3
21,364
,373,0
95.00 

           
5.63 

Jumlah 
Urusan 
Pendid
ikan

         8
74,685
,281,4
55.19 

         2
0.35 

         8
99,047
,268,7
99.63 

         1
7.72 

      1,0
10,875
,796,7
63.09 

         1
7.71 

Total 
Belanja 
Daerah

                           4,299,
150,223,080.63 

                           5,073,
568,254,734.95 

  
5,707,56
7,436,69

3.09 

Sumber : Naskah Realisasi APBD kota Surabaya tahun 2012, 2013, 2014 
(Diolah)

Tabel 
10

Pada tahun 2012 jumlahnya sebesar  1,393,133,383,960.44. di tahun 2013 naik menjadi 1,544,437,158,523.53, 
sedangkan pada proporsinya turun dari tahun 2012 sebesar 32.40% menjadi 30.44% di tahun 2013. Pada tahun 2014 
anggaran pendidikan menurun secara jumlah dan proporsi. Secara jumlah turun menjadi 1,469,159,860,326.00, dan secara 
proporsi menjadi 25.74%. proporsi ini dihitung dari jumlah anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah. (tabel 8).

Dalam  APBD  Kota  Surabaya  tahun  2012-2014  Urusan  pendidikan  merupakan  urusan  yang  paling  besar 
proporsinya yaitu sebanyak 31.4% di tahun 2012, 30.44% di tahun 2013, dan 25.74% di tahun 2014. Pada urusan Otonomi 
Daerah,  Pemerintahan  Umum,  Administrasi  Keuangan  Daerah,  Perangkat  Daerah,  Kepegawaian  dan  Persandian 
proporsinya sebesar 20.35% pada tahun 2012, 17.72% pada tahun 2013, dan 17.71% pada tahun 2014. Pada urusan 
pekerjaan umum proporsinya sebesar 11.46% di tahun 2012, 16.35% di tahun 2013, dan 13.39% di tahun 2014.

Proporsi Anggaran Belanja tertinggi menurut Urusan Daerah Kota Surabaya tahun 2012-2014.

Proporsi Anggaran Belanja Daerah tertinggi berdasarkan Urusan 
dalam APBD kota Surabaya tahun 2012-2014

Urusan
2012 2013 2014
 %  %  % 

Pendidikan       32.40       30.44        25.74 
Otonomi Daerah, 
Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan 

       20.35         17.72          17.71 
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Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan 
Persandian
Kesehatan         14.01        12.00        12.46 
Pekerjaan Umum         11.46         16.35        13.39 
Lingkungan Hidup          6.35           7.27           8.21 
Sumber : Naskah Realisasi APBD kota Surabaya tahun 2012, 2013, 2014 
(Diolah)
Tabel 9

Pada APBD Kota Surabaya 2012-2014, terdapat urusan yang mendapatkan proporsi besar,  yaitu pendidikan, 
kemudian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian, kemudian kesehatan, dan pekerjaan umum, dan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan jenis belanja menurut 
urusan  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  belanja  tidak  langsung  dan  belanja  langsung,  maka  untuk  Otonomi  Daerah, 
Pemerintahan  Umum,  Administrasi  Keuangan  Daerah,  Perangkat  Daerah,  Kepegawaian  dan  Persandian,  kemudian 
kesehatan, dan pekerjaan umum. Dan urusan pekerjaan umum juga akan dibagi menurut jenis belanja.

Dua urusan ini dipilih karena urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah,  Kepegawaian dan Persandian,  sebagai  urusan yang bukan termasuk kategori  pelayanan dasar  dan 
karena peruntukkannya secara keseluruhan menyangkut urusan pemerintahan umum yang mengurusi kebutuhan aparat 
untuk melaksanakan tugasnya. Urusan pekerjaan umum. dipilih untuk mewakili urusan yang menurut teori pertumbuhan 
endogen bersifat investasi fisik. 

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian 
dan Persandian dalam struktur  APBD Kota Surabaya tahun 2012-2014 mengalami kenaikan jumlah dari  tahun 2012 
hingga 2014. Pada tahun 2012 sebanyak 874,685,281,455.19, menjadi 899,047,268,799.63 di tahun 2013, dan pada 2014 
jumlah ini naik menjadi 1,010,875,796,763.09. sedangkan pada tahap proposinya terhadap total belanja daerah mengalami 
penurunan dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012 proporsinya sebesar 20.35% menurun menjadi 17.72% di tahun 
2013, pada tahun 2014 menjadi 17.71%. (table 10)

Proporsi Anggaran Pekerjaan Umum terhadap total belanja daerah APBD Kota 
Surabaya tahun 2012-2014

Belanja

 TA 2012 TA 2013  TA 2014 

 Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  % 

Belanja 
Tidak 
Langsu
ng

           19,597,
186,869.00 

  
0.4
6 

           20,422,
957,051.00 

  
0.4
0 

           85,391,
287,766.00 

  
1.5
0 

Belanja 
Langsu
ng

         472,878,
640,052.00 

  
11.0
0 

         809,031,
592,825.73 

  
15.
95 

         678,887,
968,726.00 

  
11.8
9 

Jumlah 
Urusan 
Pendidi
kan

         492,475,
826,921.00 

  
11.4
6 

         829,454,
549,876.73 

  
16.
35 

         764,279,
256,492.00 

  
13.
39 

Total 
Belanja 
Daerah

                           4,299,
150,223,080.63 

                           5,073,
568,254,734.95 

                           5,707,
567,436,693.09 

Sumber : Naskah Realisasi APBD kota Surabaya tahun 2012, 2013, 2014 (Diolah)

Tabel 11

Secara  jumlah  anggaran  urusan  ini  naik  dari  tahun  2012  sejumlah  492,475,826,921.00,  menjadi 
829,454,549,876.73 di tahun 2013, dan turun di tahun 2014 menjadi 764,279,256,492.00. secara proporsi anggaran urusan 
pekerjaan umum naik dari tahun 2012 sebesar 11.46%, menjadi 163.5% di tahun 2013, dan turun di tahun 2014 menjadi 
13.39%. proporsi ini dihitung dari jumlah anggaran pekerjaan umum terhadap total belanja daerah. (tabel 11)

Menurut  hasil  paparan sebelumnya  proporsi  anggaran  pendidikan  merupakan  yang tertinggi  yaitu  sebanyak 
31.4% di tahun 2012, 30.44% di tahun 2013, dan 25.74% di tahun 2014. Pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian proporsinya sebesar 20.35% 
pada tahun 2012, 17.72% pada tahun 2013, dan 17.71% pada tahun 2014. Pada urusan pekerjaan umum proporsinya 
sebesar 11.46% di tahun 2012, 16.35% di tahun 2013, dan 13.39% di tahun 2014. Proporsi untuk anggaran pendidikan di 
atas memiliki rincian menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung seperti yang dipaparkan 
pada  tinjauan  pustaka  merupakan  belanja  yang  dapat  langsung  diterima  oleh  masyarakat,  sedangkan  belanja  tidak 
langsung  merupakan  belanja  yang  diperuntukkan  bagi  aparat  pemerintah,  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Dari  hasil 
reduksi  di  atas,  diketahui bahwa pada tahun 2012 dari  proporsi  sebesar  31,41%, belanja langsung untuk pendidikan 
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sebesar 10.60%, sedangkan 21.8% adalah proporsi untuk belanja tidak langsung. Proporsi ini menurun pada tahun 2013, 
dengan proporsi 19.4% untuk belanja tidak langsung, dan untuk proporsi belanja langsung naik menjadi 11.04%. Pada 
tahun 2014 proporsi belanja tidak langsung turun menjadi 13.64%, sedangkan proporsi belanja langsung naik menjadi 
12.1%. (table 8 sampai 11).

Pada periode tahun anggaran 2012 hingga 2014 pemerintah Kota Surabaya memberikan proporsi anggaran yang besar 
pada urusan pendidikan, yaitu di atas 20% dari total belanja daerah.

1. Pada periode tahun anggaran 2012 hingga 2014 proporsi belanja langsung pada urusan pendidikan lebih kecil 
daripada proporsi untuk belanja tidak langsung.

2. Pada  periode  tahun  anggaran  2012  hingga  2014  proporsi  belanja  langsung  pada  urusan  Otonomi  Daerah, 
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian lebih 
kecil daripada proporsi untuk belanja tidak langsung.

3. Pada periode tahun anggaran 2012 hingga 2014 proporsi belanja langsung pada urusan pekerjaan umum lebih 
besar daripada proporsi untuk belanja tidak langsung.

4. Pada  periode  2012 hingga  2014  proporsi  belanja  tidak  langsung  pada  urusan  pendidikan  merupakan  yang 
terbesar daripada proporsi belanja tidak langsung dua urusan lainnya. Dengan urutan urusan pendidikan, urusan 
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian, urusan pekerjaan umum.

5. Pada periode 2012 dan 2013 proporsi belanja langsung pada urusan pekerjaan umum merupaka yang terbesar 
dibadingkan  dengan  urusan  pendidikan  dan  urusan  Otonomi  Daerah,  Pemerintahan  Umum,  Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

6. Pada  periode  2014  proporsi  belanja  langsung  yang  terbesar  adalah  urusan  pendidikan,  kemudian  urusan 
pekerjaan umum, dan yang selanjutnya urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Peningkatan pendapatan dan Belanja  daerah  pada  struktur  APBD Kota  Surabaya  tahun 2012 –  2014 tidak 
menjamin proporsionalitas dariAnggaranPendidikan.
2. Proporsi  AnggaranPendidikan  dalam struktur  APBD  Kota  Surabaya  tahun  2012  -2014  tidaksesuai  mandat 
Undang-undang yang menetapkan minimal 20% dari total APBD.
3. Pemerintah  Kota  Surabayapada  kurun  waktu  2012  –  2014  lebih  memprioritaskan  urusan  yang  bersifat 
pembangunan fisik  daripada pembangunan sumber  daya  manusia,  terbukti  dari  proposi  Anggaran untuk urusan 
pekerjaan umum lebih besar daripada proposi untuk AnggaranPendidikan.
4. Pemerintah Kota Surabaya lebih memprioritaskan Belanja untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik dalam 
AnggaranPendidikan  membutuhkan  biaya  untuk  pengadaan  fisik  seperti  gedung  sekolah  beserta  hal-hal  yang 
mengikutinya seperti biaya perawatan gedung, biaya operasional untuk sekolah baru yang bersifat pembangunan 
fisik.
5. Masih ada beban biaya Pendidikan yang ditangggung oleh orangtua siswa di Kota Surabaya, khususnya sekolah 
swasta,  karena  yayasan  pengelola  sekolah  tersebut  juga  membutuhkan  biaya  operasional,  perwatan  sarana  dan 
prasarana, serta gaji guru yang pada sekolah negeri telah ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya.
6. Dana Pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa tergantung pada pengelolaan tiap sekolah.
7.  tahun 2012 – 2014 terbukti dari proporsi kegiatan pembangunan fisik yang lebih besar daripada kegiatan yang 
bersifat non fisik. Hal ini akibat dari penambahan sekolah dari tahun 2012 – 2014 pada jenjang sekolah menegah 
pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Penambahan jumlah sekolah tersebut.
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